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Lampiran
Hal . Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Yogyakarta

Menjawab surat Saudara Nomor 15/Perm/XIl/2022 tanggall5
Desember 2022 hal Permohonan Persetujuan Penerbitan Akta Lahir dari
Pernikahan Poligami Siri, dengan hormat disampaikan penjelasan sebagai
berikut:

1. Merujuk ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa anak yang dilahirkan di luar
perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan
keluarga ibunya.

2. Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden
Nomor 96 Tahun 2018, diatur bahwa dalam hal pencatatan kelahiran,
penduduk tidak dapat memenuhi persyaratan buku nikah/kutipan akta
perkawinan atau bukti lain yang sah dan status hubungan dalam
keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan
sebagai suami istri, dicatat dalam akta kelahiransebagai anak seorang
ibu.

3. Berdasarkan poin 1 dan 2 tersebut di atas, karena pada saat anak
tersebut dilahirkan perkawinan orang tuanya belum tercatat (tidak
memiliki buku nikah) dan status hubungan dalam keluarga pada KK
belum menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri,
maka untuk dapat dicantumkan nama ayahnya di akta kelahiran harus
melalui isbat nikah atau penentuan asal-usul anak melalui penetapan
pengadilan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima
kasih.
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